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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, maka dapat disimpulkan 

1. Kedudukan dan Kewenangan Penunjukan TNI Aktif 

dikhawatirkan menghidupkan kembali praktik Dwi Fungsi 

ABRI yang telah dihapuskan sejak reformasi 1998, yaitu peran 

ganda militer dalam bidang keamanan dan pemerintahan. Dan 

Dalam sistem demokrasi modern, prinsip supremasi sipil 

menempatkan kekuasaan sipil di atas militer. Pejabat sipil 

seharusnya berasal dari jalur birokrasi sipil atau pejabat karier, 

bukan dari militer aktif, agar tidak terjadi penyalahgunaan 

wewenang atau dominasi militer dalam urusan sipil. 

Pengangkatan TNI Aktif sebagai Penjabat Gubernur 

telah menyebabkan ketidakpastian Hukum atas Peunjukan TNI 

aktif sebagai Plt Gubernur bertentangan dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, khususnya dalam 

pasal yang mengatur bahwa TNI harus netral dalam kehidupan 

politik dan tidak boleh memegang jabatan sipil, kecuali setelah 

mengundurkan diri dari dinas militer secara resmi. Selain itu, 

TNI bukanlah berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan 

tidak terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah. 
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2. Dalam Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfidziyah pihak yang 

menjalankan tugas administratif dan eksekutif atas dasar 

legitimasi dari pemimpin yang sah (imam/khalifah/ulil amri). 

Seorang pejabat militer aktif merangkap sebagai Plt Gubernur 

tidak sesuai dengan prinsip ini karena kekuasaan pelaksana 

bisa kehilangan fokus dan menjadi tidak profesional akibat 

beban ganda dan potensi konflik peran.   

B. Saran 

Setelah penulis analisis, adapun  saran terkait tema 

penelitian yang penulis lakukan. Menurut penulis untuk menjamin 

adanya kepastian hukum dan menghindari perbedaan interpretasi 

hukum, maka pembentuk UU dalam hal ini Presiden dan DPR 

perlu melakukan judicial review atau uji materil sebagai 

penyempurnaan terkait ketentuan pengangkatan Penjabat kepala 

daerah yang berasal dari Anggota TNI  terutama ketentuan yang 

ada dalam UU Pilkada, UU ASN, dan UU TNI. Hal tersebut 

bertujuan untuk mengembalikan marwah TNI sebagai lembaga 

penegak hukum yang netral dan bebas dari segala kepentingan 

politik elit penguasa. 
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